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ABSTRAK

Sebagai sebuah gagasan, filantropi telah menjadi salah satu azas yang tumbuh di
masyarakat dan komunitas keagamaan. Islam sebagai agama menampilkan
ajarannya yang filantropis. Semangat filantropi itu dimanifestasikan dalam bentuk
zakat, infak, sedekah dan wakaf yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan dan
keadilan sosial. Dalam sejarah Indonesia terdapat tiga arus utama perkembangan
filantropi Islam; masa islamisasi, kolonial, dan pasca kemerdekaan, bersamaan
dengannya muncul berbagai respon terkait siapa yang paling otoritarif dan kredibel
dalam pengelolaan filantropi Islam agar berperan lebih efektif, negara atau
masyarakat. Proporsi atas hubungan negara dan agama berkenaan ihwal filantropi
Islam, “ketika negara lemah maka filantropi Islam menguat, dan ketika negara kuat
maka yang terjadi filantropi Islam menjadi lemah”. Berangkat dari adanya
prorporsi tersebut penelitian ini mendudukan siyasah syari’iyyah sebagai medium
analisis terhadap adanya perpaduan anatar negara dan masyarakat dalam
pengeloaan filantropi Islam

Penelitian ini bersifat diksriptif analisis, mengambil sumber data kepustakaan
dengan metode pendekataan content analysis dan historical research. Teori yang
dipakai adalah disiplin keilmuan lm al-siyasah al-Islamiyyah atau siydasah
syari’iyya sebagai kajian filosofis yang membahas persoalan mengenai struktur
pemerintahan, administrasi dan peraturan perundang-undangan dengan berprinsip
menghilangkan kesulitan (raf’al-haraj), dan membuka potensi kemaslahatan
(maslahah) ihwal pengelolaan filantropi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial.
Dengan begitu, teori siyasah syari’iyyah memiliki relevansi yang kuat dengan
penguatan kesejahteraan umat melalui regulasi yang dijalankan negara.

Hasilnya, bahwa konsep filantropi Islam berpedoman pada prinsip-prinsip syariah
yang kontekstual untuk mewujudkan kemaslahatan yang hakiki. Sehingga dalam
hal ini teori siydsah syar’iyyah juga memiliki relevansi dalam penguatan formulasi
dan regulasi konstitusionalitas filantropi Islam di Indonesia secara substansial
melalui peraturan perundang-undangan No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat
dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf sejauh tidak betentangan dengan prinsip-
prinsip syariat serta UUD 1945, keberadaan peraturan perundang-undangan ini
akan memiliki daya konstitusi yang relatif kokoh, sehingga instrumen-instrumen
tersebut akan berjalan maksimal dalam memajukan kesejahteraan umat dan
mewujudkan keadilan sosial

Kata kunci; filantropi Islam, siydsah syar’iyyah, zakat, wakaf
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi merupakan salah satu ajaran fundamental dalam agama-agama
yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian dan kedermawanan.
Filantropi adalah konsep filosofis yang dipahami dalam konteks memaknai
hubungan antara seseorang dengan seseorang atau sekelompok orang dengan rasa
cinta.! Nilai-nilai yang terkandung dalam filantropi dapat mencakup kedermawanan
dan kepedulian, karena konsep filantropi terkait erat dengan rasa saling berbagi,
solidaritas, dan hubungan sosial.? Istilah ini berasal dari bahasa Yunani
philanthropy, philos (cinta) dan anthropos (manusia), secara harfiah filantropi
adalah konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (service) dan
asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain sebagai ungkapan
rasa cinta. Filantropi umumnya didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk

kepentingan publik (voluntary action for the public goods).?

! Istilah filantropi digunakan di Indonesia sejak awal abad 21 dan pertama kali
diperkenalkan oleh The Ford Fondation, kemudian PIRAC, Pusat Bahasa dan Budaya dan Center
for the Studi Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Istilah tersebut dapat mencakup
semua bentuk kedermawanan sosial seperti; bantuan, sumbangan, dan sebagainya, lihat Raslan,
Filantropi dalam Pembangunan Umat: Studi Filantropi Produktif di Baznas dan Dompet Dhuafa,
dalam Desertasi, dan Amelia Fauzia (ed), Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia, (Jakarta: CSRC UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta)

2 Hilman Latif, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”, Jurnal UMY Vol. 28 No.1,
2013, hlm. 124.

3 Andi Agung Prihatna, “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia”, dalam Chaider S.
Bamualim dan Irfan Abubakar (ed), Revitaslisai Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan
Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford
Foundation, 2005)



Konsep filantropi menjadi salah satu azas yang tumbuh di masyarakat dan
komunitas keagamaan. Setiap agama mengajarkan untuk melakukan perbuatan baik
kepada sesamanya, memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan
sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan.* Islam memanifestasikan ajaran dengan
semangat filantropis yang diwujudkan dalam bentuk zakat, sedekah, hibah, infak,

dan wakaf.

Di Indonesia konsep filantropi telah dipraktikan oleh masyarakat dan
menjadi salah satu perekat solidaritas dan instrumen pemberdayaan masyarakat dari
masa ke masa. Sebelum Islam, Hindu dan Buddha sebagai agama yang dianut
masyarakat lokal telah lebih dulu memberikan pengaruh terhadap praktik derma
dan sumbangan sosial berbasis agama. Pada proses penyebaran Islam di Indonesia
filantropi Islam telah menjadi sebuah piranti islamisasi. Karena sifatnya yang
universal, zakat, sedekah dan wakaf dipraktikan dan digunakan semata-mata tidak

hanya sebagai anjuran agama, melainkan juga untuk tujuan sosial kemasyarakatan.

Amelia Fauzia dalam bukunya “Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi
Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia”>mengelaborasi sejarah dan praktik
filantropi Islam di Indonesia pada tiga arus utama; Pertama, masa awal islamisasi
Nusantara pada abad ke-13 melewati masa kerajaan-kesultanan Islam hingga abad

19. Pada periode ini gagasan dan bentuk filantropi Islam secara bertahap mulai

* Suzanne E Siskel, Representative Ford Foundation Jakarta”, dalam, Idris Thaha,
Berdema Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, 1 ed. (Jakarta: Pusat Bahasa dan
Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003). Xxiv

5 Lihat selengkapnya di Amelia Fauzia, Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi
Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia.



memainkan peran di bawah penguasa atau kerajaan Islam di berbagai wilayah
perluasaannya. Sebelum masuknya kolonialisme, kekuatan politik kerajaan-
kerajaan Islam berangsur-angsur menurun dan digantikan oleh banyak pemimpin
lokal, termasuk tokoh agama. Kedua, praktek filantropi pada masa kolonial di
bawah kekuasaan pemerintah non-muslim. Secara politik pemerintahan kolonial
Belanda memisahkan antara urusan negara dan kepentingan keagamaan masyarakat
muslim. Pada awal abad ke-20 ini memberikan ruang yang cukup signifikan pada
perkembangan kegiatan filantropi Islam. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda,
praktik filantropi menjadi sepenuhnya urusan pribadi dan mengalami transformasi

dalam bentuk organisasi masyarakat.

Ketiga, pasca kemerdekaan, melewati masa orde lama, orde baru, reformasi,
dan periode pasca-reformasi. Pada pasca kemerdekaan negara mulai memberikan
perhatian terhadap kegiatan filantropi Islam tapi kenyataannya bahwa keterlibatan
negara dalam filantropi Islam selalui menemui jalan buntu dan mendapat
perlawanan dari kelompok organisasi masyarakat sipil Muslim, yang menolak
lembaga filantropi berbasis negara dan kemudian membentuk organisasi filantropi

berbasis masyarakat/komunitas.’

Periode in1 menandai awal kompetisi antara masyarakat dan negara dalam
mengendalikan praktik filantropi, terutama selama Orde Baru. Secara umum, ada
kecenderungan yang meningkat dalam kegiatan filantropi Islam pada era pasca-

kemerdekaan Indonesia. Kecenderungan ini dibangun oleh dua faktor utama, yaitu

® Amelia Fauzia, Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara
di Indonesia, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 100
7 Ibid, hlm. 183.



kondisi politik Indonesia dan kesadaran identitas muslim. Situasi politik yang
berdampak signifikan terhadap perkembangan filantropi Islam. Pada masa
reformasi, negara, yang pada mulanya sangat lemah, berhasil mendapatkan daya

tawar dan menjadi aktor aktif dalam amandemen UU Pengelolaan Zakat.

Adanya pergolakan yang terjadi menunjukan bahwa hubungan antara
masyarakat muslim dan negara terkait filantropi Islam tidaklah monolitik. Dari tiga
arus utama diatas muncul berbagai respon terkait siapa yang paling otoritarif dan
kredibel dalam pengelolaan filantropi Islam agar berperan lebih efektif, negara atau
masyarakat. Konsep otoritas banyak terkait dengan peraturan yang mengikat seperti
persoalan legalitas, kebijakan dari lembaga formal seperti negara. Sementara
masyarakat lebih menitikberatkan pada aspek kepercayaan kepada kompetensi dan
rekognisi organisasi pengelola filantropi Islam berbasis masyarakat sehingga
muncul proporsi atas hubungan negara dan agama berkenaan ihwal filantropi Islam,
ketika negara lemah maka agama “filantropi Islam” menguat, sebaliknya, ketika

negara kuat maka yang terjadi agama “filantropi Islam” menjadi lemah.

Berdasarkan proporsi di atas dan melihat fakta sejarah serta dinamika politik
filantropi Islam Indonesia. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi beberapa
pendekatan yang merujuk pada substansi ajaran Islam dalam sistem
kemasyarakatan dan kenegaraan yang dirumuskan oleh para mujtahid dalam
disiplin ‘ilm al-siydasah al-islamiyyah atau siyasah syari’iyyah. Dengan mengacu
pada konsep dan praktik pada sejarah pemerintahan Islam, khusunya pada masa
nabi, dan gagasan pemikiran para ulama mujtahid sebagai landasan berpiikir untuk

mendudukan negara dan filantropi Islam dalam mewujudkan tujuannya. Selain itu,



sebagai upaya sekurang-kurangnya untuk meminimalisir “persaingan” antara
institusi negara dan instusi swasta agar lebih merekomendasikan program kerja
sama dan diseminasi guna mengoptimalkan pendayagunaan filantropi Islam, baik

di pusat maupun yang tersebar di daerah-daerah.

Dari semua aspek yang ada di dalam filantropi Islam, yang jadi perhatian
dalam penelitian ini adalah aspek zakat dan wakaf, selain menduduki posisi yang
penting dalam hukum Islam yang memiliki sifat impresif-etis dan cakupan yang
luas, juga memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Islam dari masa ke masa.
Dalam lintasan sejarah, fungsi zakat dan wakaf telah digunakan dalam berbagai
tujuan, sebagai lembaga filantropi, layanan sosial dan sarana dalam mewujudkan
kesejahteraan serta keadilan sosial. Dalam ungkapan lain, sebagai suatu bentuk

ibadah zakat dan wakaf tidak dapat dipisahkan dari tugas negara.

Di negara-negara muslim, konsep filantropi Islam seringkali diartikulasikan
dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, baik bersifat individual, pemberian
secara langsung (charity), maupun kolektif, melalui mekanisme kelembagaan.®
Gagasan ini mendorong para cendekiawan muslim dan aktivis sosial ikut serta
mengkaji dan mengembangkan diskursus dan aksi filantropi dalam pelbagai bentuk.
Sebagai sebuah gagasan yang berkembang, para ahli secara umum membagi dua
bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial

(social justice philanthropy). Filantropi tradisional lebih bersifat pemberian secara

8 Hilman Latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat
Sipil, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 12.



langsung dan individual, sementara filantropi keadilan sosial beriorientasi pada

upaya perubahan sosial yang sistemastik °

Dengan demikian dapat terlihat hubungan filantropi Islam dan negara saling
terkait satu sama lain. Jon B. Alterman dan Shireen Hunter, menjelaskan setidaknya
ada empat prosedur yang dijalankan pemerintah di beberapa negara muslim
terhadap filantropi. Pertama, nasionalisasi lembaga filantropi. Kedua, kebijakan
oleh negara menyesuaikan dengan kebijakan dari otoritas keagamaan. Ketiga,
negara mengatur operasional kelembagaan filantropi, termasuk tujuan dan
manajemennya, terlepas dari keterlibatan politik praktis. Keempat, negara
meregulasi aturan lembaga filantropi non-pemerintah, yang diinisiasi masyarakat
sipil.!?

Kehadiran negara bagi perkembangan filantropi Islam merupakan
konsekuensi logis adanya aturan-aturan syariat yang tidak mungkin terlaksana
tanpa kekuasan politik. Negara berperan sebagai sarana agar terlaksana pengelolaan
filantropi Islam yang rasional dan professional berdasarkan prinsip-prinsip umum
siydsah syar’iyyah sejalan dengan tujuan agama dan negara. Dari berbagai
bentuknya, eksistensi filantropi dalam hukum Islam di Indonesia terejawantahkan

dalam UU No. 23/2011 Pengelolaan Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

Atas dasar inilah penting dianalisis kembali urgensi siyasah syar’iyyah terhadap

® Andi Agung Prihatna, “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia”, hlm. 4.
10 Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang
Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf, (Bandung: Arsad Press, 2011), him. 1.



regulasi filantropi Islam di Indonesia, terutama dalam bidang peraturan zakat dan

wakaf.

Relasi agama dan negara yang integral menjadikan dasar dalam
memformulasikan pembaruan filantropi Islam sebagai ajaran agama dan aturan
negara dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga kemudian melatarbelakangi
pemikiran untuk merumuskan regulasi tentang bagaimana mengelola sumber-
sumber ekonomi secara efisien dan produktif, sehingga menjadikan filantropi Islam
sebagai sebuah sistem yang secara struktural mampu mengatasi kesenjangan dan
mendorong perokonomian umat dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan
memperhatikan signifikasi persoalan di atas, penyusun melakukan penelitian yang
berjudul: “Kontekstualisasi Filantropi Islam di Indonesia Perspektif Siydsah
Syar’iyyah”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah hubungan filantropi Islam dan negara dalam kerangka hukum Islam, yaitu
perspektif siyasah syar’iyyah, dengan perhatian khusus terhadap regulasi dan

perundang-undang tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Pokok

pemasalahan yang penyusun ajukan dalam hal ini, meliputi:

1. Bagaimana konsep filantropi Islam menurut siydsah syar’iyyah?

2. Bagaimana kontekstalisasi filantropi Islam di Indonesia menurut perspektif

siydsah syar’iyyah?



C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian dimaksudkan untuk
menganalisis hubungan konseptual dan substansial filantropi Islam dan negara
dalam konteks siyasah syar’iyyah, sebagaimana diwujudkan dan dioperasionalkan
ke dalam undang-undang tentang zakat dan wakaf di Indonesia. Secara umum ada

dua tujuan dalam penelitian ini:

1. Mengetahui konsepsi filantropi Islam dalam perspektif siyasah syar’iyyah

2. Mengetahui dinamika dan kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia

dalam perspektif siyasah syar’iyyah

Selain tujuan tersebut di atas, penyusun berharap penelitian ini memiliki

kontribusi diantaranaya:

1. Kegunaan teoritis
Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih terhadap khazanah keilmuan Islam, khusunya dalam diskursus
filantropi Islam. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan studi
awal bagi penyusun, khususnya, dan penelitian lain, umumnya, sehingga

dapat ikut serta mengembangkan khazanah keilmuan Islam.

2. Kegunaan praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah
wawasan dan pemahaman terkait hubungan filantropi Islam dan negara

dalam konteks hukum Islam.



D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas tentang konsep filantropi Islam dalam perspektif
siyasah atau politik Islam serta regulasinya di Indonesia. Terdapat beragam
penelitian yang membahas seputar filantropi Islam tetapi terdapat beberapa
perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang terkait dengan

penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian mengenai Filantropi Islam di Indonesia yaitu disertasi
yang ditulis Raslan yang berjudul “Filantropi Islam Dalam Pembangunan
Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif di Baznas dan Dompet Dhuafa”!! dan
disertasi Amelia Fauzia yang berjudul “Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi
Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia”!’.Penelitian Raslan ini
mengeksplorasi, menganalisi dan memetakan diskursus filantropi Islam dari
yang konsumtif menjadi produktif yang terfokus pada lembaga BAZNAS dan
Dompet Dhuafa. Dengan pendekatan ekonomi Raslan menganalisis besaran
alokasi dana-dana seperti zakat, infak dan sedekah serta dana kedermawanan
Islam lainnya pada program-program BAZNAS dan Dompet Dhuafa sebagai
tolak ukur peningkatan ekonomi. Selanjutnya penyaluran dana-dana
kedermawanan Islam oleh kedua lembaga tersebut lebih dominan pada program-
program filantropi produktif, sehingga membantu memberdayakan dan

membangun ekonomi umat. Kesimpulan dari penelitian ini program penyaluran

' Raslan, Filantropi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi
Produktif di Baznas dan Dompet Dhuafa, dalam desertasi, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.

12 Amelia Fauzia, Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara
di Indonesia, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).



filantropi produktif oleh BAZNAS dan Dompet Dhuafa dapat membangun
ekonomi mustahik dikalangan umat dan meningkatkan pembangungan bidang

produktif.

Adapun Amelia Fauzia menggunakan pendekatan historis dan analisis
sosiologis sebagai “sejarah baru” menguraikan sejarah masa lalu dan sejarah
kontemporer dengan memandang filantropi Islam bukan sebagai fenomena sosial
yang statis. Mula-mula Amelia menjelaskan perkembangan filantropi Islam pada
tiga arus utama dalam sejarah Indornesia, dari masa islamisasi, penjajahan,
pasca-kemerdekaan hingga reformasi. Kemudian, menggambarkan pengaruh
kebangkitas Islam terhadap kehidupan modern. Tak terlepas ketegangan negara
dan masyarakat atas pemaknaan dan gerakan kontekstual filantropi Islam.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sejarah filantropi Islam di Indonesia dari
masa kerajaan Islam, pemerintahan kolonial, hingga Indonesia modern,
menunjukkan adanya persaingan yang seimbang antara agama-agama yang
bersifat privat di satu sisi dan ranah publik di sisi lain. Adanya batasan-batasan
terkait hubungan kelompok masyarakat dan negara dengan pendekatan filantropi
yang tidak seragam menunjukkan dinamika hubungan yang dinamis antara

agama dan negara.

Perbedaan dari kedua penelitian di atas, penelitian ini mengeksplorasi
filantropi Islam dan kedudukan negara dalam konteks regulasi zakat dan wakaf

di Indonesia dalam perspektif siyasah syar iyyah.
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Kedua, penelitian tentang studi Undang-undang zakat dan wakaf yaitu
disertasi Widyawati berjudul “Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru:
studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang- undang Wakaf,”'® jurnal
Afwan Faizin yang berjudul “Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia (Studi
tentang Legislasi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif

Siydsah syari ’iyyah),”14

Penelitian Widyawati membahas filantropi Islam pasca orde baru. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui hubungan negara dan agama dalam dalam
konteks filantropi Islam melalui Undang-undang Zakat dan Wakaf. Adapun
fokus dari penelitian ini: Pertama, menganalisa seberapa jauh negara pasca orde
baru terlibat dalam bidang zakat dan wakaf. Kedua, menganalisa guna
mengetahui dampak undang-undang tentang pengelolaan zakat dan undang-
undang tentang wakaf terhadap perkembangan filantropi Islam. Adapun
pendekatan yang digunakan dengan menganalisis entitas zakat dan wakaf,
kandungan undang-undang, fakta sejarah dan politik yang menggambarkan
eksistensi filantropi Islam di negara-negara muslim dan perkembanganya di
Indonesia. Kesimpulan dari penelitian bahwa peran negara terhadap pengelolaan

zakat dan wakaf menjadi sesuatu yang urgen dan diperlukan.

Adapun penelitian Afwan Faizin menjelaskan tentang legislasi UU

Pengelolaan Zakat (UUPZ) sebagai suatu proses politik dan demokrasi dengan

13 Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang
Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf, (Bandung: Arsad Press, 2011).

14 Afwan Faizin, “Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia: Studi tentang Legislasi
dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Jurnal
Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
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menghadirkan berbagai bentuk kepentingan/aspirasi berbagai pihak. Dalam
penelitianya, Afwan Faizin menilai UUPZ secara umum tidak bertentangan
dengan Undang-undnag Dasar (UUD) 1945, sehingga mempunyai kekuatan
hukum yang relatif kokoh. Penelitian ini menggunalan siydsah syari’iyyah
sebagai pendekatan dan kerangka berfikir, sebab hal tersebut relevan dengan isu
legislasi dan konstitusionalitas UUPZ. Hasil dari penelitain ini menemukan
bahwa UUPZ sebagai bentuk dari regulasi yang tidak terlepas dari siydsah

syar’iyyah dalam konteks keindonesiaan.

Terakhir, mengenai integrasi zakat dan pajak dalam hukum Islam dan
hukum positif yaiu jurnal Masnun Tahir yang berjudul: “Integrasi Zakat dan
Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”.!> Masnun
Tahir dalam penelitiannya memberikan tawaran bahwa pajak dan zakat dapat
dikoneksikan secara integral sebagai formulasi terhadap peningkatan zakat dan
pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini Tahir menggambarkan adanya
pertumbuhan zakat yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan itu zakat
dapat menjadi alat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umut sehingga
kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pendekatan
penelitian ini ialah mengenai bagaimana hukum Islam memandang integrasi
zakat dan pajak di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Kesimpulanya, bahwa integrasi zakat dan pajak (satu pintu) merupakan upaya

maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia sejalan

> Masnun Tahir, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif
dan Hukum Islam”, Jurnal Al-Adalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, 2015.
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dengan fakta secara kuantitatif jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam,
maka memberi peluang untuk penerapan hukum Islam secara kompherensif

dengan pertimbangan mashlahah dan pendekatan siydsah syari’iyyah .

Dari beberapa penelitian diatas yang telah diuraikan terdapat kesamaan dan
perbedaan dalam pembahasan filantropi Islam. Masing-masing memiliki fokus
dan penekanannya tersendiri. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi beberapa
pendekatan dari penelitian terdahulu sebagai acuan analisis. Berangkat dari fakta
sejarah dan dinamika politik, negara dan filantropi Islam adalah dua hal yang
terpadu sebagai sine qua non. Perpaduan dua entitas tersebut menjadi fokus
utama dalam penelitian ini. Di samping pendekatan sejarah dan politik,
pendekatan hukum Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan yang
dirumuskan oleh para mujtahid dalam disiplin ‘ilm al-siyasah al-isldmiyyah atau
siydsah syari’iyyah sebagai konsepsi yang tepat untuk mendudukan negara dan
filantropi Islam dalam mewujudkan tujuannya. Terhadap peraturan perundang-
undang zakat dan wakaf di Indonesia, konsepsi yang dirumuskan itu secara
substansial akan memperkokoh bangunan konstitusinya. Setelah diamati
perbedaannya, penelitian ini berupaya melakukan penggabungan beberapa
pendekatan dan sasaran penelitian, sehingga negara dan filantropi Islam adalah

perpaduan yang strategis dalam membangun ekonomi umat.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini merupakan reflektis-tematis dalam kontekstualisasi filantropi

Islam di Indonesia dalam persepektif siyasah syar’iyyah. Terhadap penelitian ini
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penyusun memberikan batasan kajian pada konsepsi siyasah syar iyyah berkenaan
dengan sistem sosial kemasyarakatan dan kenegaraan dalam mengakomodasi
filantropi Islam. Selain itu, konsepsi ini menegaskan kedudukan, peran dan fungsi
negara dalam pengaturan regulasi zakat dan wakaf di Indonesia sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, filantropi Islam dapat memiliki basis sistem
yang kuat sehingga pengelolaan dan pendayagunaannya akan berjalan secara

optimal.

Berbagai pendapat tentang konsepsi sivasah syari’iyyah sebagai disiplin
ilmu telah mengemuka dikalangan ulama diantaranya Abdul Wahhab Khallaf.
Menurutnya siyasah syari’iyyah adalah sebuah disiplin ilmu yang mengatur
kepentingan umum umat Islam melalui pengaturan dalam perundang-undangan,
kebijakan ekonomi dan peradilan, baik persoalan dalam negeri ataupun hubungan
antar negara berlandaskan kemaslahatan. Abdurahman Taj mendefinisikannya
sebagai aturan hukum yang diperuntukan mengatur kepentingan masyarakat dalam
segala urusannya yang dijalankan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta
hubungan dengan kewenangannya pada persoalan pemerintahan, baik dalam negeri

maupun hubungan internasional.

Siydsah syari’iyyah merupakan hasil kajian filosofis yang membahas
pengaturan urusan-urusan negara yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan dalam
hubungannya dengan perubahan sosial. Konsep filantropi Islam dalam siyasah
syar’iyyah memiliki relevansi terhadap perkembangan Islam di masa awal yang
dilakukan nabi Muhammad sebagai pembawa risalah agama Islam sekaligus

berperan sebagai seorang kepala negara, pemangku kebijakan. Nabi melaksanakan
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kewenangannya sebagai kepala negara dengan membuat aturan-aturan hukum yang
menjadi pedoman umat Islam. Peran kepala negara ini terus berlanjut hingga masa
Khulafa ar-Rasyidun sebagai pengganti nabi dalam memimpin agama sekaligus

negara secara terpadu, baik formal maupun substansial.'®

Thwal pengelolaan filantropi Islam, nabi telah memberikan contoh dan
petunjuk operasionalnya sebagai amil. Selain itu, nabi mendelegasikan
kewenanganya kepada para petugas yang dipilih untuk daerah diluar kota Madinah
dengan dibekali petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan dalam
pelaksanaan pengelolaan agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.!” Dalam Al-
Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana negara mengelola filantropi
Islam, meski demikian tindakan dan keputusan nabi dapat dijadikan landasan
hukum yang memadai karena berstatus hadis. Pengungkapan Al-Qur’an pada
prinsip-prinsipnya yang umum disertai panduan operasional pada masa nabi dan
sahabat dimaksudkan agar ajaran-ajaran Islam selalu kontekstual menghadapi

persoalan masyarakat yang dinamis.'®

Pada perkembangannya peraturan yang berkenaan dengan politik hukum
Islam harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing suatu negara melalui ijtihad
para ulama. Dengan begitu, mekanisme ijtihad ulama dalam menentukan peraturan
ketatanegaraan tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum yang terdapat pada figh dan

dan ushul figh sebagai perangkat keilmuan yang lebih dulu mapan.'® Dari sini dapat

16 Masykuri Abdillah, “Epistemologi Figh Siyasah/Pemikiran Politik Islam”, Ahkam:
Jurnal Ilmu Syariah, Vol XII, No. 1, 2012, hlm. 2

17 Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, him. 88-89

18 Masykuri Abdillah, “Epistemologi Figh Siyasah/Pemikiran Politik Islam”, him. 3

1 Ibid, hlm. 2
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dipahami substansi siydsah syar’iyyah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan
tentang hukum Islam secara menyeluruh. Secara lebih spesifik adalah ajaran hukum
Islam yang berkenaan dengan peraturan-peratuan terkait kepentingan negara dalam
mengatur urusan umat sesuai dengan dasar-dasar Islam yang universal serta dapat

melaksanakan tujuan-tujuannya yang bersifat sosial kemasyarakatan. 2

Secara garis besar para ulama menjelaskan kedudukan siyasah syar’iyyah
sebagai kajian yang bertujuan mengatur hubungan manusia antara manusia,
manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, bahkan hubungan negara dan
negara dengan memperhatikan ketentuan syariat.’! Adapun objek pembahasannya

terbagai menjadi tiga bagian pokok.

1. Siyasah dustiariyah, adalah bagian dari figh siydasah yang membahas
permusan legislasi dan pembentukan undang-undang dalam koridor nilai-
nilai syariah. Dengan kata lain, hukum ini didasarkan pada konstitusi dasar-
dasar hukum syariah Islam, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan
oleh sunah nabi, terkait juga dengan kepercayaan, ibadah, muamalah, dan
hal-hal terkait.?? Bagian ini membahas mengenai perumusan dan penetapan

hukum (tasri’iyyah) dalam kewenangan lembaga legislatif, peraturan

20 Muh. Said, Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar ‘iyyah), hlm.
472

2L Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih”,
Madania, Vol. XVII, No. 1, Juni 2014, hlm. 98.

22 Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Al-Imarah, Jurnal
Pemerintahan dan politik Islam, Vol. 2, No. 2, him. 128.
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peradilan (gadad’iyyah) di bawah lembaga yudikatif, dan kebijakan

administrasi negara (iddariyyah) oleh lembaga eksekutif.??

2. Siyasah dauliyah, ialah bagian yang mengatur hubungan antar negara,
hubungan antar bangsa, dari satu negara ke negara lain, melibatkan personal
warga negara-lembaga negara. Setiap negara memiliki kewajiban untuk

saling menghormati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.?*

3. Siyasah maliyah, tugas dari siyasah maliyah adalah mengatur hubungan
ekonomi dan politik dengan masyarakat, dan konsep sumber pendapatan
dan aturan pengeluaran fiskal nasional didasarkan pada pengaturan

stabilitas ekonomi nasional.?

Dari ketiga aspek di atas berkaitan dengan kontekstualisasi filantropi Islam
di Indonesia melalui regulasi perundang-undangan zakat dan wakaf. Pertama aspek
dustiriyah, mengarah pada proses regulasi dan aturan perundang-undangan
berkenaan dengan pengelolaan filantropi Islam di Indonesia, diatur dalam undang-
undang tentang zakat dan wakaf agar tetap memiliki persesuaian dengan prinsip-

prinsip umum syariah.

Kedua, aspek maliyah, yang mendudukan filantropi Islam sebagai

instrumen ekonomi umat yang terhimpun dari dana-dana kedermawan Islam,

23 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Figh Siyasah, hlm.

24 Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih, hlm. 102.

2% Ibid, him. 103.

17



meliputi zakat, sedekah, infak dan wakaf yang diatur dalam aturan perundang-
undangan, dikelola negara untuk tujuan kemaslahatan dan keadilan sosial. Aspek
ini menganalisa bentuk dan tujuan filantropi Islam dan negara agar lebih sinergis

dalam upaya pengelolaan dan pembangunan ekonomi umat.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui objek kajian dari siyasah
syari’iyyah terhadap kontekstualisasi filantropi Islam adalah membuat peraturan-
perundang-undangan yang dibutuhkan untuk urusan negara agar sesuai dengan
prinsip-prinsip ajaran Islam. Ihwal ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia. Mengutip pedapat Ibnu Taimiyah bahwa disiplin ilmu siyasah
syar’iyyah ialah tentang hubungan antara pemangku otoritas politik yang resmi
dengan rakyatnya, tentang pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban dalam

mencapai tujuannya.’’

Secara umum objek kajian yang akan diuraikan adalah: Pertama, terkait
peraturan dan perundang-undangan. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan
kemaslahatan umum. Ketiga, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya serta hak
dan kewajibannya dalam upaya mencapai tujuan negara. Dalam menentukan
peraturan hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan penetapan hukum figh pada
umumnya, yaitu bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan ijtihad. Metode yang
digunakan dalam ijtihad adalah Gjma, giyas, maslahah mursalah, sadd dzariah dan

fath dzariah, serta kaidah-kaidah umum figh.

26
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Berangkat dari uraian di atas terdapat prinsip-prinsip umum yang

dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip pemerintahan

tersebut adalah sebagai berukut:

F.

Sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam

Ketaatan Pemerintah dan Masyarakat terhadap hukum-hukum syariat
Bahwa semua sama di hadapan hukum.

Kebijakannya tidak mempersulit masyarakat

Melaksanakan tanggung jawab dengan amanah dan adil
Menciptakan kemaslahatan dan mencegah potensi kerusakan.

Musyawarah

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan

dan hipotesis dengan menentukan jenis, pendekatan dan langkah-langkah lain

untuk merumuskan penelitian yang diharapkan. Untuk keberlangsungan

penelitian pada permasalahan diatas, penyusun menggunakan metode:

1.Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif?” dengan menggunakan

studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan mengolah data

dari berbagai sumber, meliputi buku, kitab, manuskrip, jurnal, dokumen, dan

27 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm 4
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lain-lain, terutama dari berbagai sumber yang berkaitan dengan siydsah

syari’iyyah dan filantropi Islam dan perkembangan regulasinya di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan menganalisis sumber-
sumber dan data-data dari teori-teori serta konsep-konsep untuk diinterpretasikan
pada tulisan yang mengarah pada pembahasan terkait.2*Tujuannya
menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik tentang konsep filantropi

Islam dalam siydsah syari’iyyah dan regulasinya di Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif figh sebagai methode epistemological deduction, yaitu menarik prinsip-
prinsip umum dari Al-Qur’an dan hadis untuk diterapkan dalam realitas.?’
Selanjutnya, pendekatan sosio-historis  (historical ~research).’. Melalui
pendekatan sosio-historis tampaknya filantropi dan kebijakan undang-undang
zakat dan wakaf di Indonesia bukan sebagai fenomena sosial statis, sehingga
pendekatan ini digunakan untuk merekonstruksi dinamika kebijakan filantropi
Islam secara objektif-sistematis dari sumber-sumber terkait agar mendapatkan

kesimpulan yang benar.

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

2 Ahmad Soleh Sakni, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial:
Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari’at Wakaf”, JIA/Juni 2013/Th XIV/Nomor 1/151-
166.

30 Definisi kronologi berasal dari kata chronological, merujuk pada kata sifat dan kata
benda chronology. Istilah ini merujuk pada urutan suatu waktu atau peristiwa yang dibutuhkan
sebagai data dasar suatu penelitian, lihat juga Hadi Sabari Yunus, Metode Penelitian Wilayah
Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 319-320.
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3. Sumber dan Pengolahan Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan,
maka sumber data yang dikumpulkan dalam penyusunan ini terkait dengan tema
penelitian dikelompokan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber data
primer meliputi kitab-kitab figh, buku-buku berkenaan dengan filantropi Islam,
RUU tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Sumber sekunder, mencakup rujukan-
rujukan lain yang berkaitan dengan pokok penelitian seperti karya ilmiah berupa
jurnal, disertasi, dan referensi lain tentang topik penelitian sepert kebijakan
filantropi Islam di Indonesia, dan data-data yang diperlukan terkait dengan analisis

dan perspektif metodologis.

Setelah sumber dikumpulkan langkah selanjutnya adalah pengolahan data

yang diproses sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan meninjau data yang ada pada masalah penelitian yang
paling penting dalam hal validasi, relevansi, serta hal-hal yang perlu
dikoreksi.

b. Menyusun dan sistematisasi data yang diambil untuk membuat materi
yang dapat digunakan sebagai struktur deskriptif.

c. Melakukan analisis deskriptif terhadap data yang telah tersusun.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data ke
dalam pola, kategori, dan unit dasar untuk menemukan tema dan merumuskan

hipotesis yang diajukan oleh data. Analisis data kualitatif digunakan untuk
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menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sebagai suatu analisis
filosofis, secara metodologis penelitian ini menggunakan metode analisis isi
(content analysis),’! yaitu penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi ciri-ciri
pesan atau konsep yang terkandung dalam data. Dalam penelitian ini, data
dianalisis melalui tiga jalur analisis secara bersamaan, yaitu penyajian data,

reduksi data, dan verifikasi.

a. Penyajian Data
Penyajian data merupakan teknik dalam bentuk deskripsi singkat,
diagram, dan hubungan antar variabel. Dalam hal ini menunjukkan bahwa teks
yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah teks naratif.> Penyajian data penelitian ini terbatas pada pengumpulan
informasi yang memberikan poin-poin yang diperlukan untuk mencapai suatu
kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data merupakan proses pengumpulan data

dan dilakukan dengan deskripsi tematik analitis.

b. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, mengabstraksikan, dan
mengolah data mentah dari sumber yang terkait mereduksi secara potensial yaitu
ringkasan, memilih hal-hal yang pokok, memperhatikan tema dan pola.>* Dalam

hal ini, penyusun merangkum semua data yang diperoleh dan mengklasifikasikan

31 Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru, hlm.14.
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung; Alfabeta, 2013),
hlm. 336

33 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 353
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data. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan lebih banyak data.

c. Verifikasi Data
Verifikasi merupakan upaya untuk menelaah kembali temuan-temuan dari
sumber data yang terkumpul untuk mengetahui kebenarannya. Hal ini dilakukan

untuk mencapai konsensus dengan subjek penelitian yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah memaparkan pembahasan di atas, penulis mencoba menyusun
skema penulisan yang sistematis agar mudah dipahami. Penulisan skripsi dimulai
dengan bagian-bagian yang meliputi: Halaman Judul, Catatan Pembimbing,

Persetujuan Tesis, Motto, Presentasi, Pernyataan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang inti kegiatan penelitian meliputi
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian; theoritis dan
praktis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Pembahasan
yang sistematis. Pada latar belakang masalah memuat kegelisahan akademik yang
menandai awal pendefinisian masalah tekait konsep filantropi Islam pandangan
“siyasah syar’iyyah” dan perkembanganya di Indonesia. Oleh karena itu, ada
masalah perumusan, yaitu keterbatasan materi. Memperhatikan latar belakang dan
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi alasan mengapa
penelitian ini dilakukan. Pencarian literatur studi akademis terdapat pada
penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi studi sebelumnya untuk merumuskan

spesifikasi penelitian dan menghindari pengulangan. Kerangka teori sebagai
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pedoman arah penelitian ilmiah dan akademik pada subjek disajikan di latar
belakang. Metode penelitian digunakan sebagai dasar penelitian. Terakhir,
pembahasan sistematis sebagai kerangka penelitian yang sistematis sehingga

tersusun dengan baik dan memudahkan proses penelitian.

Bab kedua, pembahasan tentang Konsep Siyasah Syar’iyyah yang dibagi
menjadi empat bagian, (a) Pengertian Siydasah syar’iyyah, (b) Objek Kajian
Siyasah Syar’iyyah , (c) Asas-asas Penyelenggaraan Siydsah Syar’iyyah, (d)

Relevansi Magqdashid syari’ah dan Siydsah Syar’iyyah.

Bab ketiga, memuat Konsep Filantropi Islam dalam Siydsah Syar’iyyah,
meliputi empat pembahasan; (a) Filantropi dalam Sejarah Pemerintahan Islam, (b)
Memaknai Filantropi, (c) Kontekstualisasi Filantopi Islam dalam Siydsah

Syar’iyyah.

Bab keempat, pembahasan terkait Kontekstualisasi Siydsah Syar’iyyah
dalam Regulasi Filantropi Islam di Indonesia, terdapat dua pembahasan, (a)
Tinjauan Sejarah Filantropi Islam di Indonesia, (b) Kontekstualisasi Siydsah

Syar’iyyah dalam Filantropi Islam di Indonesia.

Terakhir, sebagai penutup, berisi kesimpulan penelitian ini dan saran-saran
sebagai acuan pembaruan pada topik penelitian khususnya dan hukum Islam di

Indonesia pada umumnya terdapat pada bab lima.
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1.

BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan filantropi Islam; meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf
merupakan pranata keagamaan yang memiliki nilai ekonomi potensial. Dalam
sejarah Indonesia, filantropi Islam berperan penting dalam penyebaran agama
dan pemberdayaan masyarakat karena konsepnya yang universal. Kemudian
pada perkembanganya persoalan filantropi Islam memiliki hubungan dengan
kekuasan politik dalam hal ini negara, baik secara konseptual maupun praktis,

sehingga negara dan kekuasaan dituntut terlibat dalam pengelolaannya.

Filantropi Islam adalah suatu bentuk maliyah ijtima’iyyah yang berkaitan
dengan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang memiliki fungsi serta
peranan strategis dalam syari’at Islam. Namun akan sulit terlaksana secara
optimal tanpa keterlibatan negara. Mengacu pada praktik pengelolaan pada
masa nabi, yang tidaksaja berperan membawa risalah agama Islam,
melainkan sebagai kepala negara dan dalam konteks filantropi berperan aktif
sebagai amil. Sebagai upaya konkrit nabi sendiri mendelegasikan
kewenangan amil kepada para sahabat di wilayah perluasan Islam di daerah-
daerah. Di masa awal Islam, nabi beserta sahabat merupakan perwujudan
struktural dari otoritas politik resmi, dengan ungkapan lain merupakan

perwujudan dari negara.
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Dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana negara
mengelola filantropi Islam, meski demikian tindakan dan keputusan nabi
dapat dijadikan landasan hukum yang memadai karena berstatus hadis.
Pengungkapan Al-Qur’an pada prinsip-prinsipnya yang umum disertai
panduan operasional pada masa nabi dan sahabat dimaksudkan agar ajaran-
ajaran Islam selalu kontekstual menghadapi persoalan masyarakat yang
dinamis. Atas dasar ini kemudian para ulama mujtahid merumuskan konsepsi
system kenagaraan dan kemasyarakatan yang sesuai nilai-nilai syariah yang
terintegrasi dalam sebuah disiplin keilmuan, yaitu‘ilm al-siyvasah al-

Islamiyyah atau siydasah syari’iyyah.

2. Kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia dalam siydsah syar’iyyah telah
terwujud melalui UU. No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor
41/2004 tentang Wakaf dengan tetap memperhatikan beberap aspek,
pertamaaspek dustiriyah, dengan memperhatikan proses perumusan peraturan,
penetapan beserta kebijakan terkait kewenangannya terhadap filantropi Islam
yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah, dan kedua, aspek maliyah,
dengan memperhatikan distribusi sumber daya ekonomi agar tetap stabil dan
merata. Selain itu menegaskan visi dan misi program pembangunan ekonomi
kemaslahatan dan keadilan.

Dengan begitu, dapat dilihat hubungan Islam dan negara tampak saling terkait
secara substansial. Relasi yang integral ini telah memposisikan negara sebagai
fasilitator dalam persoalan filantropi Islam khususnya zakat dan wakaf yang

kaitannya dengan kemaslahatan umat, sehingga kontekstualisasi siydsah
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syar’iyyah, dalam gagasan filantropi Islam di Indonesia harus dipertimbangkan
sebagai sebuah formulasi memperluas distribusi manfaat zakat dan wakaf
dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diaktualisasikan
dan dikelola dengan manajemen yang rasional, teratur dan profesional
sehingga dapat dirasakan salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai filantropi Islam di
Indonesia perspektif siydsah syar’iyyah, penyusun menyadari bahwa penelitian
ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik
dan saran untuk perbaikan bagi peneliti sendiri dan menjadi referensi yang baik.
Selain itu, penyusun berharap agar para pemangku kepentingan berikut dapat
berkontribusi untuk perbaikan penelitian ini dan penelitian yang akan datang

dengan memberikan saran-saran yang lebih baik.

1. Regulasi mengenai filantropi Islam di Indonesia harus mencakup lebih
luas, bukan hanya mengatur tentang zakat dan wakaf, akan tetapi
mengenai filantropi Islam secara menyeluruh dengan perincian terkait
pengelolaan, konsep, hingga implementasi kinerja filantropi Islam yang
kemudian diharapkan dapat menjadi payung hukum serta pedoman
terhadap aktivitas operasional filantropi Islam yang terdapat di
Indonesia, dengan tidak mengesampingkan siyasah syar’iyyah sebagai

suatu landasan.
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2. Lembaga filantropi Islam harus mampu mendata para mustahik dengan
lebih detail serta merata, sehingga distribusi zakat, wakaf, dan lainnya

dapat tersalurkan secara tepat dan merata.

Masyarakat, baik muzakki ataupun mustahik, diharapkan memberikan
dukungan serta kerjasama terhadap aktivitas lembaga filantropi Islam yang ada di
Indonesia. Sehingga, kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita siydsah

syar’iyyah dapat terwujud.
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